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Abstrak 
 

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayarkan oleh penduduk 
sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, 
pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Negara mencari pembiayaan dengan cara menarik 
pajak kepada warganya. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa di pastikan bahwa keuangan Negara 
akan lumpuh, terutama Negara berkembang seperti Indonesia. Pada Tahun 2014, untuk mengikuti 
perkembangan jaman, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik. Pembayaran pajak 
melalui kode billing agar wajib pajak melakukan pembayaran secara online sesuai aplikasi yang 
disediakan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektifitas penerapan e-billing system 
di KPP Pratama Padangsidimpuan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan 
wawancara terhadap satu orang informan kunci. Metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis 
dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, sumber data yaitu dari hukum Islam, data primer 
diambil melalui wawancara, dan data sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah 
penerapam e-billing system dapat dikategorikan efektif masih di angka presentasi 50% namun tetap 
memperlihatkan adanya peningkatan total pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini dinilai efisien 
untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. Kebijakan Pembayaran pajak melalui 
e-billing system di KPP Pratama Padangsidimpuan memiliki pengaruh positif terhadap pajak 
pendapatan negara dilihat dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari tahun 2018-2020. 
Kendala yang dihadapi DJP di lingkungan KPP Pratama Padangsidimpuan adalah masyarakat masih 
awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya dialami eror saat pembayaran yang 
disebabkan traffic kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi, kendala jaringan, dan masa pandemi 
Covid19 yang menyebabkan penurunan pendapatan wajib pajak di sektor-setor tertentu. 
 
 
Kata kunci: Kebijakan,Pembayaran Pajak,E-Billing System,Pendapatan. 
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1. PENDAHULUAN  
Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki sumber-sumber 

pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui 
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Salah satu di antara sumber pendapatan 
negara yang terbesar adalah pajak. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber 
pendanaan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk untuk 
pembangunan. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting bagi kehidupan bernegara 
terutama untuk pembangunan negara. 

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayarkan oleh 
penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan 
pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. 

Dalam Islam sendiri, pajak disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar 
ا ضرب  , artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 
membebankan, dan lain-lain. Secara terminologi dharibah adalah harta yang dipungut 
secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara 
awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al 
Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan jizyah tidak diterjemahkan 
dengan sebutan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, 
seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seseorang yang pemungut pajak, padahal 
yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi‟i, jizyah 
diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, 
kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. 

Thomas M.Cooley dalam black‟s law dictionary menjelaskan pengertian pajak: texas are 
the enforced proportional contribucions from persons and property, lived by the state by 
virtue of its sovereignty for the support of government and for all public needs, yang 
terjemahan bebasnya, pajak adalah kontribusi proporsional yang dapat dipaksakan dari 
orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung 
pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik. 4 Dalam hal ini ditekankan bahwa 
pemungutan pajak dilakukan dengan maksud untuk kepentingan bersama dalam 
membangun negara, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak merupakan 
hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. 

Negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak kepada warganya. Penarikan 
atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi esensial dan sudah merupakan condicio sine 
que non (prasyarat-bahasa Prancis) bagi penambahan kemampuan keuangan negara. 
Tanpa pemungutan pajak, sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh, 
terutama lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Pemerintah dalam memungut pajak pada masyarakat, memiliki pembagian tersendiri 
antara pemerintah pusat dan daerah. Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Pada Tahun 2014, untuk mengikuti perkembangan jaman, Kementrian Keuangan 
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang System 
Penerimaan Negara secara Elektronik yang di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa seluruh 
penerimaan negara disetorkan melalui bank atau pos dengan menggunakan kode billing. 
Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis 
pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. 

Pembayaran pajak melalui kode billing ini dimaksudkan agar masyarakat atau dapat 
disebut dengan wajib pajak membayar pajak dengan melalui sistem online atau dengan 
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kebijakan pemerintah ini menjadikan 
pembayaran pajak dengan cara yang lama menjadi cara yang lebih modern dan mudah.  

Melihat kondisi masyarakat saat ini terhadap perkembangan di era industri 4.0 semua 
aktifitas dilakukan dengan sistem online atau melalui perantara perangkat elektronik yang 
mengharuskan penggunanya melakukan aktifitasnya melalui perangkat elektronik. Namun 
perkembangan ini tidak merata di seluruh Indonesia yang menyebabkan adanya 
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penyimpangan antara masyarakat yang berada di kota dan di daerah. Melihat 
perkembangan perangkat elektronik yang tidak berkesesuaian antara kota dan daerah ini, 
maka bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak ini dapat dioptimalkan 
melihat kondisi masyarakat saat ini. Apakah kebijakan pemerintah ini dapat memberi 
dampak yang signifiksan terhadap peningkatan pembayaran pajak di daerah dengan adanya 
perubahan yang diterapkan pemerintah sehingga mengurangi kendala dalam pemungutan 
pajak atau akan menambah masalah baru dalam pemungutan masayarakat di daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
untuk melihat pengaruh dari kebijakaan pemerintah tersebut. Maka judul dapat dituliskan 
dengan “Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak Melalui E-Billing Terhadap Pajak 
Pendapatan Negara (Studi Di Kpp Pratama Padangsidimpuan)”. 

 
2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis 
empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam 
masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi 
sosial masyarakat yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer 
yang diperoleh di lapangan. 

 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Efektivitas Penerapan Kebijakan Pembayaran Pajak melalui E-Billing System  

Definisi tentang pajak memiliki uraian yang sangat beragam, akan tetapi secara 
substansial ada beberapa persamaan. Menurut UU No 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada 
negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. 

Menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Thabari, diriwayatkan dari Muhammad bin „Urwah 
dari Abu „Ashim dari „Isa dari Abi Najih dari Mujahid bahwa ayat tersebut diturunkan ketika 
Rasulullah Saw hendak pergi ke Tabuk untuk melakukan perang dengan pasukan Romawi. 
71 Namun pasukan Rasulullah batal berperang karena pasukan lawan tidak tiba di Tabuk. 
Akan tetapi, sebagai gantinya Rasulullah didatangi beberapa pimpinan wilayah sekitar 
Tabuk yang sebelumnya tunduk pada Romawi yakni dari wilayah Ailah, Jarba‟ dan 
Adrujuntuk melakukan perjanjian damai dan bersedia membayar jizyah.72 Pembayaran 
tersebut adalah bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam. 
Peristiwa ini dicatat dalam literatur-literatur sirah nabawiyah sebagai pembayaran pertama 
yang diterima oleh Rasulullah dari kelompok non-muslim. 

Menurut peneliti yang sejatinya diamini oleh para penafsir al-Quran baik yang klasik 
maupun kontemporer, setiap ayat di dalam Al-Quran adalah penting. Sebagaimana 
dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa dari hasil pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran 
bermunculan aneka disiplin ilmu yang sebelumnya belum terungkap. 73 Q.S al-Taubah ayat 
29 menjadi salah satu rujukan dalil dalam ilmu keuangan dan kebijakan Islam dan dalam 
disiplin ilmu fiqih, ekonomi Islam dan politik Islam yang kesemuanya menjadikan ayat 
tersebut sebagai argumentasi teologis untuk melegalkan konsep jizyah. 

Dalam harta orang Muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan 
disamping harta zakat dan penghasilan (harta) yang telah difardhukan oleh Allah Swt tidak 
boleh diambil dengan cara yang hak, menurut syara‟ dengan dalildalil syara‟ yang rinci. 
Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, dapat 
dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash memenuhi prinsip 
pemungutan pajak. 

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada 
negara, propinsi, kota praja dan sebagainya.74 Pemungutan pajak menjadi konsekuensi 
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logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu 
keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan 
yang sifatnya universal. Hukum pajak menurut Santoso dapat diuraikan sebagai berikut: 

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil ke kayaan seseorang dan 
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia 
merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak 
(selanjutnya disebut wajib pajak).” 

Menurut Soemitro, Hukum Pajak terdiri atas hukum-hukum sebagai berikut: 
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya  
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat ini dapat 

dirinci lagi sebagai berikut: 

 Hukum Tata Negara Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) 

 Hukum Pajak 

 Hukum Pidana 
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.Bohari 

(2002) dalam Bustamar memberi definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi Rochmat 
Soemitro yang mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-
peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat 
sebagai pembayar pajak. Dengan demikian perkataan hukum pajak menerangkan: 

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);  
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);  
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;  
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;  
5. Cara penagihan pajak; 
6. Cara mengajukan keberatan dan  
7. Cara mengajukan gugatan ataupun banding ke peradilan pajak. 

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis Lex 
Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada umum atau jika 
sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan maka akan berlaku ketentuan 
yang diatur dalam peraturan umum. Dalam peraturan khusus adalah hukum pajak, 
sedangkan peraturan umum adalah publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. 

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. 
Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Di Jenderal Pajak 
bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengaajukan keberatan terlebih 
dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah di kan. Berbeda dengan hukum pidana 
yang menganut paham oportunitas, pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan 
lain. 

Demi memaksimalkan penerimaan pajak dan meminimalkan segala kesalahan dalam 
proses pembayaran pajak, berbagai strategi diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) agar sistem pendaftaran, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih 
mudah, ringkas serta mengutamakan kenyamanan WP dalam memenuhi kewajibannya. 
Maka dari itu DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih 
baik, yakni e-system. Dalam e-system ini, terdapat eregistration, e-filling, e-SPT, dan e-
billing. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan 
meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. 

E-billing system adalah suatu terobosan yang diciptakan pemerintah dalam hal 
pembayaran pajak yang betujuan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran 
melalui kode billing yang melalui laman yang sudah disediakan. Sehingga wajib pajak tidak 
perlu datang ke KPP/KP2KP terdaftar untuk mengisi surat setoran pajak. Efektivitas 
kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing ini dapat dikatakan baik jika kualitas sistem 
dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya sehingga dapat diandalkan dalam 
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pemenuhan kebutuhan pengguna yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan 
pembayaran pajak melalui e-billing system oleh wajib pajak. 

Istilah ini juga dikenal dengan reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh DJP 
melalui peluncuran e-billing. Hal ini merupakan salah satu bentuk ektensifikasi yang 
dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan dan jumlah penerimaan pajak dari 
tahun ke tahun.  

Pengaksesasan e-billing oleh wajib pajak dapat dijangkau dengan login ke akun DJP 
online yang di dalamnya akan tersedia tata cara memperoleh kode e-billing sesuai dengan 
Peraturan Kepala Kantor KPP Pratama Padangsidimpuan yang mulai memberlakukan e-
billing ini secara resmi sejak 1 Januari 2020 sesuai dengan penjelasan dari narasumber. 

“Kalau untuk mengakses sesuai per05/Pj2017 sebenarnya ada dua cara untuk 
mengakses, ada self yaitu sendiri dan ada official atau di akses oleh petugas, kalau untuk 
self dia bisa kengakses sendiri tapi ada lama tertentu tapi mulai per05/ 2017 itu ada laman 
DJP online, jadi si wajib pajak bisa login dengan NPWP nya sendiri menggunakan 
password-nya sendiri dia bisa mendapatkan kode billing nya sendiri sedangkan official atau 
secara official atau petugas itu sebenarnya wajib pajak kemarin-kemarin itu masi bisa 
melakukan pencetakan code billing nya sendiri tetapi ada peraturan di KPP PRATAMA 
PADANGSIDIMPUAN peraturan dari kepala kantor kita memberlakukan mulai 1 Januari 
2020 kita alihkan semua atau melalui laman atau bisa juga dari layanan-layanan luar kantor 
yang biasa kita lakukan biasanya ke kantor-kantor daerah atau atau ke tempat-tempat 
tertentu.” 

Bapak Deny menyebutkan efektivitas pembayaran melalui e-billing ini yang dilakukan 
oleh para wajib pajak masih 50% sebab masih banyak wajib pajak yang belum menguasai 
penggunaan teknologi terutama kalangan orang tua yang harus didampingi oleh fiskus atau 
petugas dalam penyelesaian pembayaran secara online tersebut.“Kalau mengenai 
efektivitas sebenarnya untuk KPP Pratama Padangsidimpuan itu mungkin masi bisa di 
bilang taraf limapuluh-limapuluh dimana ada wajib pajak yang memberlakukan dengan 
efektif dan ada yamg kurang efektif juga, kalau untuk wajib pajak yang efektif bagis wajib 
pajak yang sudah menguasai teknologi dan bisa kita berikan asistensi mengenai e-billing itu 
sendiri sehingga si wajib pajak lebih mudah tanpa harus datang ke kantor tanpa harus 
mengantri lama lama dia sudah bisa mendapatkan code billing itu sendiri tetapi bagi 
sebagian wajib pajak merasa bahwa pemberlakuan e-billing itu sendiri kurang efektif karena 
untuk wajib pajak yang berusia orang tua mungkin merasa pemberlakuan e-billing itu sudah 
tidak efektif karna usia mereka yang sudah tidak mendukung dan lain sebagainya. 

Tata cara pembayaran pajak tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur Per-
26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang berisi wajib pajak 
dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui Bank/Kantor Pos, ATM, 
Internet Banking berbunyi bukti pembayaran dapat diterbitkan dalam beberapa jenis: 

a. Bukti Pembayaran melalui Bank/Kantor Pos, untuk pembayaran melalui teller 
Bank/Kantor Pos. 

b.  Struk bukti pembayaran melalui ATM.  
c. Dokumen elektronik melalui Internet Banking. 
Terkait pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing system ini, fiskus di 

wilayah KPP Pratama kota Padangsidimpuan juga telah menyediakan fasilitas pelayanan 
dan uji coba sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Per47/Pj/2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem pembayaran Secara Elektronik 
(Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dalam Pasal 2 yang berbunyi 
dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing 
system) Direktorat jendral Pajak mempunyai tugas dan/atau kewajiban : 

a) Menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jendral Pajak.  
b) Menyediakan layanan pendaftaran dan pembuatan kode billing kepada Wajib Pajak.  
c) Membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing 
yang diterbitkan (rekonsiliasi billing).  



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 

Vol 2 Nomor 4 April  2022, hal : 217-228 

ISSN: 2808-6708 

 

222 
 

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 

d) Menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara 
elektronik (billing system). 
 e) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara 
pembayaran pajak secara elektronik (billing system) kepada masyarakat (wajib pajak). 
Penerapan kebijakan e-billing system ini sudah berjalan dengan baik dan dengan tetap 

memberlakukan sanksi kepada para wajib pajak atas keterlambatan dalam pembayaran 
pajak yaitu dikenakannya denda sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cata Perpajakan (KUP) Pasal 7 dengan besaran denda yang berbeda pada masing-masing 
wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan melalui ebilling ini tidak hanya membantu Wajib 
Pajak tetapi juga membantu fiskus serta pegawai bank dalam memproses pembayaran serta 
pelaporan pajak yang terutang. Efektifitas penerapan e-billing ini dirasakan oleh wajib pajak 
karena mempermudah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak, lebih cepat dan 
lebih praktis serta meningkatkan penerimaan negara atas pembayaran pajak oleh wajib 
pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan. 
Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui e-Billing Terhadap Pajak Pendapatan 
Negara 

Penerimaan negara adalah uang masuk ke kas negara yang akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintah dan 
pembangunan negara. Terdapat 2 jenis penerimaan negara di Indonesia, yaitu Penerimaan 
Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua jenis Penerimaan Pajak 
juga memiliki beberapa pembagian lagi dan rinciannya sebagai berikut: 

1. Pendapatan Pajak dari Dalam Negeri. 
Pendapatan pajak yang berasal dari dalam negeri, dimana pendapatan negaranya 

diperoleh dalam Pajak Penghasilan (PPh) baik Migas maupun Non Migas, Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan 
Pendapatan Cukai ( pendapatan cukai hasil dari tembakau, pendapatan cukai ethyl alcohol 
dan pendapatan cukai minuman yang mengandung ethyl alcohol). 

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Intenasional 
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional didapat dari aktifitas ekspor dan impor. 

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional ini terdiri dari 2 yaitu Pendapatan Bea Masuk 
dan Pendapatan Bea Keluar. 

Pada kebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang 
keberhasilan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber utama 
penerimaan Negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal 
pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara 
sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka 
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara 
mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan 
dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga 
digunakan untuk mensubsidi barangbarang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar 
utang negara ke luar negeri, membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik 
dalam hal pembinaan maupun permodalan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh atas kebijakan pembayaran pajak melalui 
e-billing di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan dapat ditinjau melalui data pembayaran 
pajak dari tahun 2018 hingga 2020. Data tersebut menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan 
pembayaran melalui e-billing system ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 
pembayaran pajak secara manual sesuai dengan penjelasan narasumber yaitu Bapak Deny 
Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. 

“Kalau dari jumlah pembayar kita tidak memiliki angka yang spesifik tapi kalau misalnya 
kita tinjau dari jumlah penerimaan misalnya dari jumlah pembayaran atau setoran pph itu 
kita bisa lihat data September 2017 dan September 2016, misalnya di 2017 itu ada sekitar 
21,755 M sedangkan di 2016 itu ada 25,840 M atau ada penurunan sekitar 15,81% tapi apa 
bila kita tinjau dari masa yang lain misalnya kita tinjau dari April 2017 dan 18 itu terjadi 
kenaikan sekitar 101,63% jadi sebenarnya efektivitas dari segi dana kita tidak bisa 
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mengukur secara signifikan tapi berdasarkan angka jumlah pembayaran lebih banyak terjadi 
kenaikan daripada penurunan dari setiap masanya.” 

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui e-billing 
system terhadap Pajak Pendapatan Negara di KPP Pratama Padangsidimpuan, peneliti 
menyajikan data berikut ini untuk mendapatkan hasil analisisnya. Data berikut ini bersumber 
dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Padangsidimpuan dimulai dari 2018-2020. 

 
Tabel 1. Penerimaan Negara terhadap Pajak PBB dan BPHTB Periode 

JanuariDesember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020 

 
Bulan 

Penerimaan Negara Terhadap PPn dan PPnBM( Rp) 

2018 2019 2020 

Januari - 275. 000.000,- 307. 000.000,- 

Februari - 150. 000.000,- 570. 000.000,- 

Maret 8.599. 000.000,- 1.689. 000.000,- 638. 000.000,- 

April 217. 000.000,- 1.126. 000.000,- 662. 000.000,- 

Mei 506. 000.000,- 8.356. 000.000,- 106. 000.000,- 

Juni 301. 000.000,- 2.018. 000.000,- 2.230. 000.000,- 

Juli 4.345. 000.000,- 3.259. 000.000,- 12.876. 000.000,- 

Agustus 9.750. 000.000,- 3.315. 000.000,- 6.715. 000.000,- 

September 26.460. 000.000,- 28.009. 000.000,- 50.781. 000.000,- 

Oktober 29.289. 000.000,- 104.083. 000.000,- 14.846. 000.000,- 

November 8.791. 000.000,- 12.598. 000.000,- 81.237. 000.000,- 

Desember 1.102. 000.000,- 1.870. 000.000,- 3.842. 000.000,- 

TOTAL Rp 88.336. 
000.000,- 

Rp 166.323. 
000.000,- 

Rp 172.527. 
000.000,- 

 
Ditinjau dari pembayaran pajak PBB dan BPHTB yang terlihat pada Tabel 1. di atas 

menunjukkan bahwa pengaruh yang terlihat atas kebijkan pembayaran melalui e-billing 
system terhadap penerimaan negara dengan adanya peningkatan terhitung dari tahun 2018-
2020. Pada periode 2018, total penerimaan negara terhadap pajak adalah sebesar Rp 
88.336. 000.000,- dengan pembayaran terbanyak terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar Rp 
29.289. 000.000,- dan pembayaran terendah di bulan April. Pada tahun berikutnya, total 
penerimaan negara mengalami peningkatan cukup besar sekitar 88% dengan pembayaran 
terbanyak terjadi di bulan Oktober dengan angka sebesar Rp104.083. 000.000,-serta 
pembayaran terendah terjadi di bulan Februari sebesar Rp 150. 000.000,-. Peningkatan ini 
mencapai angka Rp 77.987.000.000,-sehingga pada periode 2019 penerimaan negara 
sebesar Rp 166.323.000.000,-. Pun, demikian di periode 2020 penerimaan negara atas PBB 
dan BPHTB melunjak sebesar Rp 6.204.000.000,- atau sekitar 95% dari tahun 2018. 
Kenaikan yang diterima oleh negara atas pajak PBB dan BPHTB memberikan kesimpulan 
bahwa dengan adanya kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing ini memiliki pengaruh 
yang baik. Sehingga tujuan pemerintah atas kebijakan ini adalah mempermudah wajib pajak 
melakukan pembayaran dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu sehingga tidak 
merugikan negara. 

Tabel 2. Penerimaan Negara terhadap Pajak PPn dan PPnBM Periode Januari-
Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020 

 
Bulan 

Penerimaan Negara Terhadap PPn dan PPnBM( Rp) 

2018 2019 2020 

Januari 41.536.000,000,- 29.663.000,000,- 49.060.000,000,- 

Februari 36.498.000,000,- 26.300.000,000,- 45.735.000,000,- 

Maret 46.269.000,000,- 30.435.000,000,- 35.465.000,000,- 

April 42.222.000,000,- 33.309.000,000,- 45.637.000,000,- 

Mei 41.540.000,000,- 40.584.000,000,- 47.582.000,000,- 

Juni 36.338.000,000,- 36.418.000,000,- 37.467.000,000,- 
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Juli 44.100.000,000,- 40.691.000.000,- 47.812.000,000, 

Agustus 45.553.000,000,- 40.117.000,000,- 54.421.000,000,- 

September 43.388.000,000,- 48.375.000,000,- 63.189.000,000,- 

Oktober 48.996.000,000,- 57.200.000,000,- 59.257.000,000,- 

November 56.243.000,000,- 62.737.000,000,- 74.119.000,000,- 

Desember 101.989.000,000,- 98.814.000,000,- 91.249.000,000,- 

TOTAL Rp 
584.672.000,000,- 

Rp 
555.672.000,000,- 

Rp 650.993.000,000,- 

 
Hasil Rekapitulasi Pembayaran Pajak PPn dan PPnBM Periode JanuariDesember di 

KPP Pratama Padangisidmpuan Tahun 2018 Data pada Tabel 2. di atas memberikan 
kesimpulan bahwa penerimaan negara terhadap kebijakan pembayaran pajak PPn dan 
PPnBM melalui e-billing dapat dikatakan berpengaruh. Pengaruh kebijkan pembayaran 
pajak melalui e-billing tersebut dapat dilihat dari total penerimaan negara terhadap pajak 
yang mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2020. Di tahun 2018, negara 
menerima setoran pajak melalui KPP Pratama Padangsidimpuan dengan sistem 
pembayaran secara online yaitu sebesar Rp 584.672.000,000,-. Pada periode 2019, terjadi 
penurunan terhadap penerimaan negara atas pembayaran pajak sebanyak Rp 
29.000.000,000,- atau penurunan sekitar 4% sehingga total penerimaan negara menjadi Rp 
555.672.000,000,-. Hal ini tentunya disebabkan karena terjadinya masa pandemi yang 
dialami secara global yang mana proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah negatif atau 
mengalami resesi, sehingga hal ini juga berpengaruh pada pembayaran pajak PPn dan 
PPnBM. Namun, penerimaan negara atas pembayaran pajak ini kembali mengalami 
lonjakan pada periode 2020 dengan total perolehan sebesar Rp 650.993.000,000,-. 
Kenaikan ini berkisar Rp 95.320.000,000,- atau kenaikan ini mencapai 11%. Meski pada 
periode ini, masa pandemi Covid-19 juga telah memasuki Indonesia, pembayaran pajak 
tetap bisa memberikan kenaikan jumlah pajak dari tahun sebelumnya kepada negara. 

Tabel 3. Penerimaan Negara terhadap Pajak PPh Periode Januari-Desember di 
KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020 

 
Bulan 

Penerimaan Negara Terhadap PPn dan PPnBM( Rp) 

2018 2019 2020 

Januari 24.935.000.000,- 20.862.000.000,- 18.681.000.000,- 

Februari 18.717.000.000,- 24.547.000.000,- 26.373.000.000,- 

Maret 25.841.000.000,- 26.690.000.000,- 30.699.000.000,- 

April 52.326.000.000,- 39.573.000.000,- 28.963.000.000,- 

Mei 30.865.000.000,- 43.604.000.000,- 37.411.000.000,- 

Juni 35.841.000.000,- 27.919.000.000,- 23.344.000.000,- 

Juli 34.292.000.000,- 40.691.000.000,- 32.587.000.000,- 

Agustus 36.444.000.000,- 29.080.000.000,- 31.738.000.000,- 

September 27.779.000.000,- 26.681.000.000,- 24.340.000.000,- 

Oktober 28.939.000.000,- 28.847.000.000,- 27.733.000.000,- 

November 40.350.000.000,- 39.318.000.000,- 31.992.000.000,- 

Desember 64.036.000.000,- 57.387.000.000,- 47.426.000.000,- 

TOTAL Rp 
420.365.000.000,- 

Rp 405.199.000.000, Rp 361.287.000.000,- 

Tabel 3.2.3. adalah data hasil penerimaan negara terhadap pembayaran PPh yang 
dibayarkan secara online yaitu melalui e-billing pada selama 3 periode sejak 2018-2020. 
Data tersebut mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada periode 2018, total 
penerimaan negara terhadap pembayaran pajak melalui e-billing ini mencapai Rp 
420.365.000.000,-. Pada periode berikut nya yaitu di tahun 2019, total penerimaan negara 
mengalami penurunan sebesar Rp 15.166.000.000,- dengan presentase penurunan sekitar 
4%. Sehingga negara menerima pembayaran pajak sebesar Rp 405.199.000.000,-. Lalu, 
penurunan ini terus terjadi hingga pada tahun 2020 dengan penurunan penerimaan negara 
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terhadap pajak sebesar Rp 43.912.000.000,- atau sebesar 14%. Nah, penurunan ini juga 
disebabkan karena adanya masa pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 yang 
mana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan baik secara global maupun nasional. 
Hal ini sejalan dengan pengakuan dari narasumber Deny. 

“Penurunan pembayaran pajak terjadi di akhir 2019 disebabkan adanya masa pandemic 
Covid-19 yang diawali di China sejak akhir tahun 2019 dan hal ini juga mempengaruhi 
penghasilan wajib pajak sehingga terjadi penundaan pembayaran pajak oleh masyarakat.” 

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kepada wajib pajak dengan 
pemberian insentif. 

“Tentu saja, dalam rangka mengatasi masalah pandemic Covid-19 terhdap pembayaran 
pajak, maka pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak dengan pengubahan PPh 
dengan kriteria tertentu, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan 
sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan klasifikasi tertentu, 
pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya 
terutang, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko 
rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah.. tentunya, insentif juga 
diberikan sebagai bentuk relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan 
surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi 
denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi.” 

Beberapa insentif tersebut antara lain, pertama, mengubah PPh Pasal 21 pegawai 
dengan kriteria tertentu dan PPh Final Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 
menjadi ditanggung pemerintah (DTP). Dengan kebijakan ini, maka penghasilan yang 
dibawa pulang karyawan dengan kriteria tertentu akan lebih banyak dibanding sebelumnya. 

Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai 
Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan memiliki Klasifikasi Lapangan 
Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib 
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Ketiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang 
seharusnya terutang. Keempat, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah 

Selain tiga poin di atas, insentif juga diberikan dalam bentuk relaksasi waktu 
penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak 
badan dan penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang 
pribadi 
Kendala Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online atau e-Billing di KPP Pratama Kota 
Padangsidimpuan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menggencarkan sistem digitalisasi 
perpajakan adalah bertujuan untuk memangkas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. 
Program tersebut terdiri dari program e-filing, e-nofa, ataupun e-billing telah disediakan oleh 
DJP untuk memudahkan Wajib Pajak. Namun sangat disayangkan, belum semua Wajib 
Pajak menikmati manfaat dari program-program tersebut. 

Di KPP Pratama Padangsidimpuan juga mengalami kendala dalam hal pembayaran 
pajak melalui e-billing. Menurut penjelasan Bapak Deny sebagai narasumber dari penelitian 
ini, kendala tersebut terkait koneksi internet, faktor usia, maupun sistem registrasi. 

“Dari segi kendala penerapan e-billing itu sendiri mungkin melihat dari wajib pajak yang 
ada di KPP Pratama Padangsidimpuan salah satu kendalanya ada di koneksi jaringan dan 
sebagainya karena di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan tidak hanya 
Padangsidimpuan saja, ada Mandailing Natal, Tapsel Padanglawas dan sebagainya jadi 
mungkin tidak semua jaringan bisa di akses jadi terkendala di bagian koneksi dan ada 
kendala di SDM seperti tadi saya jelaskan mungkin di faktor usia dan lakn sebagainya dan 
yang paling penting mungkin karna ada kendala dari kemauan si wajib pajak itu sendiri 
mungkin sebagian wajib pajak sudah diberikan kemudahan dengan adanya pencetakan 
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code billing di kantor dia sudah merasa di mudahkan dan mungkin setelah pemberlakuan e-
billing ini mungkin dia merasa diberatkan dengan harus belajar lagi seperti itu. 

Terkait penangan kendala tersebut, pihak KPP Pratama telah menyediakan alternatif 
dalam hal membantu serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak 
melalui e-billing misalnya dengan asistensi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui media 
Whatsapp. 

“Dengan kendala-kendala tadi misalnyakan kemarin sebelum 1 Januari 2020 kita 
adakan pencetak kode billing di kantor, jadi bagi kita tidak secara otomatis kita stop, jadi kita 
alihkan menggunakan WA Center jadi dimana kita petugas nya itu kita ada akses WA disitu 
kita ada melayani wajib pajak pencetakan code billing walaupun belum menggunakan e-
billing langsung tapi kita sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan mungkin 
sudah mengurangi penggunaan kertas juga di KPP Pratama Padangsidimpuan, trus kita 
juga biasanya adakan asistensi dan sosialisasi-sisialosasi kepada wajib pajak asistensi di 
sini tidak hanya datang langsung ke si wajib pajak kita juga laksana melalui media 
WhatsApp, SMS dan juga telpon jadi si wajib pajak dimudahkan dengan adanya asistensi itu 
dan sosialisasi biasanya kita adakan di dinas-dinas daerah atau perusahaan-perusahaan 
kita mengajari bagaimana cara mengakses code billing itu melalui e-billing lewat DJP 
online.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan kendala yang terlapor oleh 
Wajib Pajak yang datang ke petugas di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan yaitu 
sebagai berikut: 

1. Masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan e-billing kerena mereka 
kesulitan jika dihadapkan dengan teknologi, dan menganggap SSP lebih mudah. 
Sistem online yang melekat pada e-billing membuat wajib pajak, terutama yang 
merem teknologi seolah tidak ingin tahu tentang keberadaan e-billing. Bagi mereka 
teknologi justru mempersulit, yang mengharuskan mereka untuk banyak belajar dan 
tidak familiar, sehingga menganggap keberadaan e-billing justru dianggap 
mempersulit. 

2. Masa pandemi Covid-19 yang membuat pembayaran pajak melalui e-billing 
terhambat karena menyebabkan pertumbahan ekonomi mengalami perlambatan baik 
secara global maupun nasional, yang juga berdampak kepada wajib pajak di KPP 
Pratama Padangsidimpuan. 

3. Program-program yang tersedia pada e-billing sering mengalami error. Hal ini terjadi 
karena traffic kunjungan ke situs DJP online terlalu tinggi. 

4. Koneksi jaringan tidak stabil, penggunaan e-billing melalui internet terkadang dapat 
terhambat disebabkan jaringan yang tidak stabil. Oleh karena jaringan yang tidak 
stabil dapat membuat proses dalam penggunaan sistem e-billing menjadi eror 
sehingga Wajib Pajak terpaksa harus mengulang dari awal penggunaan e-billing. 

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang 
dialami wajib pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan sebenarnya masihlah wajar dan 
hampir sama dengan yang dialami di berbagai daerah. Namun, kendala tersebut dapat di 
atasi dengan upaya menggencarkan sosialisasi penggunaan e-billing system dalam 
pembayaran pajak terutama bagi para orangtua yang berusia lanjut. Sosialisasi ini akan 
membantu wajib pajak memahami penggunaan system ini dan akan mampu melakukan 
pembayaran secara mandiri tanpa harus meminta bantuan lagi kepada pegawai yang ada di 
Kantor Pajak KPP Pratama Padangsidimpuan. Selain itu, peningkatan kualitas jaringan juga 
perlu dilakukan agar tidak terjadi error system ketika terjadinya lunjakan traffic kunjungan ke 
situs DJP online. 
4. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil dari data yang telah dianalisis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah 
sebagai berikut: 

1. Penerapan kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing system di KPP Pratama 
Padangsidimpuan dapat dikategorikan efektif masih di angka presentasi 50% namun 
tetap memperlihatkan adanya peningkatan total pembayaran pajak oleh wajib pajak. 
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Hal ini dinilai efisien untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. 
Pembayaran yang dilakukan melalui e-billing ini tidak hanya membantu Wajib Pajak 
tetapi juga membantu fiskus serta pegawai bank dalam memproses pembayaran serta 
pelaporan pajak yang terutang. Efektifitas penerapan e-billing ini dirasakan oleh wajib 
pajak karena mempermudah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak, lebih 
cepat dan lebih praktis 

2. Kebijakan Pembayaran pajak melalui e-billing system di KPP Pratama 
Padangsidimpuan memiliki pengaruh positif terhadap pajak pendapatan negara dilihat 
dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari tahun 2018-2020. Pembayaran 
pajak PBB dan BPHTB melalui e-billing pada tahun 2018-2020 mengalami 
peningkatan sekitar 95%. Pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui e-billing 
terhitung dari tahun 2018-2020 meningkat sekitar 11%. 

3. Kendala-kendala pembayaran pajak melalui e-billing system adalah masyarakat masih 
awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya dialami eror saat 
pembayaran yang disebabkan traffic kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi, 
kendala jaringan, dan masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan 
pendapatan wajib pajak di sektor-sektor tertentu. 
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